WALI KOTA SERANG |
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2024 _

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

a.

PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2024

~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kotal Serang Tahun 2024 telah ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Serang Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Perupahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Serang Tahun 2024;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2)
Pera?uran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
penetapan rencana kerja perangkat daerah paling lambat
1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang
perubahan rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan;

- bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
Tahun 2024;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undakng—Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
RepuPlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lemb‘aran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Nomor 4421);

4. Undang-Undang .....




10.

11.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

Undéng—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeérintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indohesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Unda g-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuarngan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daergh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022i Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indo?esia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Peng| lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daeréh, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Nega{”a Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negall'a Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

12. Peraturan .....
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12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daer‘ah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perahgkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota
Sera‘mg Tahun 2020 Nomor 9); -

13. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 16 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang
Tahl‘ﬁn 2024-2026 (Berita Daerah Kota Serang Tahun
2023 Nomor 293);

14. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2023
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 299);

15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun

2022 Nomor 318);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA| PERANGKAT DAERAH DI  LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2024.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota §erang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan| prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
Daerah.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

[Ill
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15.

16.
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18.
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20.

21.

22.

Badan Perencanaan
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Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut

Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

perencanaan dan fun

Rencana Tata Ruang

gsi penunjang penelitian dan pengembangan.
Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah

rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah, yang mengacu pada
RTRW nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang

kawasan strategis nasional, RTRW provinsi,

dan rencana tata ruang

kawasan strategis provinsi.

Rencana Pembangu

nan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20

(dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD ad:
(lima) tahun.

alah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen pere
Perubahan Rencana
Perubahan RKPD ads
Daerah untuk period
Rencana Strategis Pe
Renstra Perangkat

Daerah untuk period
Rencana Kerja Pers
Perangkat Daerah ad
periode 1 (satu) tahur
Perubahan Rencana
Perubahan Renja

perencanaan Perangk

Rencana Kerja dan

selanjutnya disingka

penganggaran yang |
dan kegiatan Perang]
penyusunan anggaras
Perubahan Rencana
yang selanjutnya d
perubahan yang me
rencana pendapatan

>ncanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
lah dokumen perubahan perencanaan pembangunan
e 1 (satu) tahun.
crangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
e 5 (lima) tahun.
angkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
alah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
o

Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan
at Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
t RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
kat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
n pendapatan dan belanja daerah.

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
lisebut Perubahan RKA SKPD adalah dokumen
muat perencanaan dan penganggaran yang berisi
, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat

Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran
pendapatan dan belanJa daerah.

Program adalah pen]abaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk

upaya yang berisi saj
daya yang disediakar
tugas dan fungsi.
Kegiatan Perangkat
yang dilaksanakan o
(output) dalam rangk
Sub kegiatan Perang
pelaksanaan kewens

perundang-undangan.

tu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
1 untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan
leh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
a mencapai hasil (outcome) suatu program.

kat Daerah adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam
ingan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

.....




(2)

(3)

(2)

KEDUDUKAN PERUE

Perangkat Daerah m
2024 sesuai dengan
pada Perubahan RKP,
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BAB II
BAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

enyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman
D Kota Serang Tahun 2024.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun pertama dari

Renstra Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026.
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ay

1t (2) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah

dalam menyusun Peruubahan RKA SKPD.

Pasal 3

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, terdiri atas:

luan;
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II

kerja dan pendanaan perangkat Daerah; dan

a. babl pendah

b. babll evaluasi
tahun 2024;

c. bablIV rencana

d. babV penutup

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Kepala Perangkat Daerah
dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Daerah dan Renstra
Perangkat Daerah.

(1)
(2)

Peraturan Wali Kota ini my

Pasal 4
melaksanakan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Kepala Perangkat
pelaksanaan Perubabh:
Kepala Perangkat Dag
evaluasi pelaksanaanl
Kota melalui Kepala B
Tata cara penyusunazi
Daerah berpedoman p

Pasal 5
Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi

an Renja Perangkat Daerah.
rah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan

Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Wali
appeda.

1 pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perangkat

ada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
lai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang daps
Peraturan Wali Kota ini
Serang.

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Agustus !

SEKRETARIS DAERAH K(

NANANG SAEFU

BERITA DAERAH KOTA S
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it mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Agustus 2024

2024
DTA SERANG,

7o

DIN

ERANG TAHUN 2024 NOMOR 369




